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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengaturan Pengawasan Perbankan yang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan 

berdasarkan Pasal 6 Huruf A Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan dan  berdasarkan Pasal  8 Huruf C Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia bahwa juga mengawasi bank. 

Permasalahannya adalah dikhawatirkan dapat terjadinya dualisme pengawasan 

perbankan di Indonesia. Berdasarkan asas lex posteriori derogate legi priori 

maka Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang harus digunakan. 

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan asas lex specialis derogate legi 

generalis maka perlu dilihat dulu substansi apa yang diatur. Jika substansi itu 

berkaitan dengan bidang macroprudential maka yang harus dimenangkan 

adalah Undang-Undang Bank Indonesia sebagai lex specialis-nya, sehingga 

tidak terjadi lagi dualisme pengwasan perbankan. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 Jabatan Wakil Menteri 

berdasarkan Penjelasan  Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 

Tentang Kementerian Negara jabatan Wakil Menteri dalam pengangkatannya 

tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah 

jabatan fungsional, sedangkan pengaturan mengenai Dewan Komisioner Ex-

Officio perwakilan dari Kementerian Keuangan diatur dalam Pasal 10 Ayat (4) 

Huruf I Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 

 

 



60 
 

  
 

bahwa seorang anggota Dewan Komisioner Ex-officio dari Kementerian 

Keuangan merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. 

jabatan karier dari Pegawai Negeri Sipil tetapi dalam pengangkatannya 

tidaklah jelas apakah jabatan tersebut merupakan jabatan struktural ataukah 

jabatan fungsional seperti yang diputuskan pada putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011. Dewan Komisioner Ex-Officio dari 

Kementerian Keuangan sebaiknya dalam pemilihan Dewan Komisioner 

dipilih  seorang pejabat setingkat esalon I Kementerian Keuangan dan tidak 

harus diambil dari Wakil Menteri Keuangan mengingat sudah adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi, sebaiknya dipilih seseorang pejabat setingkat esalon I 

Kementerian Keuangan yang tidak memiliki benturan kepentingan sesuai 

dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

B. Saran 

1. Koordinasi pengawasan perbankan diperlukan agar keseluruhan kegiatan jasa 

keuangan disektor keuangan terselenggara secara teratur,adil dan transparan 

maka diperlukan koordinasi yang jelas. Berdasarkan asas lex posteriori 

derogate legi priori maka Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang 

harus digunakan. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan asas lex specialis 

derogate legi generalis maka perlu dilihat dulu substansi apa yang diatur. Jika 

substansi itu berkaitan dengan bidang macroprudential maka yang harus 

dimenangkan adalah Undang-Undang Bank Indonesia sebagai lex specialis-

nya. Pembuatan Produk Hukum  Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan 
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pelaksana tentang Kewenangan Pengawasan Perbankan agar lebih jelas 

tentang kewenangan pengawasan perbankan di Indonesia hanya dilakukan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan.  

Melakukan perubahan-perubahan terhadap beberapa Pasal di Undang-

Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-

Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yaitu: Perubahan Pasal 8 

Huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. 

2. Bahwa dalam ketidakpastian kedudukan Wakil Menteri terutama Wakil 

Menteri Keuangan sebagai Dewan Komisioner Ex-Officio maka diperlukan 

suatu Keputusan Presiden dimana Keputusan Presiden tersebut berisi tentang 

menjamin kedudukan Wakil Menteri, sehingga mendapat kepastian hukum 

dan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Wakil Menteri dan 

didalam Keputusan Presiden diatur juga tentang masa berlakunya jabatan 

Wakil Menteri. Dewan Komisioner dipilih  seorang pejabat setingkat esalon I 

Kementerian Keuangan dan tidak harus diambil dari Wakil Menteri Keuangan 

mengingat sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sebaiknya dipilih 

seseorang pejabat setingkat esalon I Kementerian Keuangan. 
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